
SALINAN 

 

 

 

BUPATI SEMARANG 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR 95 TAHUN  2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 59 TAHUN 2021 

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA  

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) 

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis 

standar biaya, analisis harga satuan dan/atau standar 

teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan 

anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

  b. bahwa dengan adanya beberapa Analisis Standar 

Belanja dan Harga Satuan yang belum diatur 

standarisasinya, perlu meninjau kembali Peraturan 

Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2021 

Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar 

Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022; 
 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang  Nomor 67 Tahun 1958 tentang 

Perubahan Batas–batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 

Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3500); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

 

 

 

 



12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 63); 

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020  tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2083); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 

Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 

Nomor 4); 

 

 

 



19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar 

Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022 

(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 

59); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 59 TAHUN 2021 

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS 

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

TAHUN 2022. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan dalam huruf A, huruf B dan huruf D Lampiran 

Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja 

Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Berita 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 59) 

diubah, dengan penambahan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.  
 

 

 

Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal 1 – 12 – 2021 

 

BUPATI SEMARANG, 

 

ttd. 

 

NGESTI NUGRAHA 

 

Diundangkan di Ungaran 

pada tanggal 1 – 12 – 2021  
 

  SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SEMARANG 

 

ttd. 

 

  DJAROT SUPRIYOTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 

NOMOR 95 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG, 
 

 

 

LISTINA ARYANI 

NIP. 19690410 199403 2 014 

 

 

 



A. STANDAR BIAYA UMUM

NO  URAIAN  SPESIFIKASI SATUAN  HARGA  

1. Beban Jasa air

Rekening Air PDAM DAK M3                   2.000 

2. Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet Jasa kawat/faksimili/internet

Paket Internet 50 GB Paket Telkomsel 50GB (4G/3G) + 2GB OMG 24 jam-30hrPaket 125.000              

Paket data untuk pelaporan di puskeswan paket data bulan 100.000

paket data /pulsa

 operasional survailance stunting tingkat 

desa ( Tim Pendamping Keluarga - DAK 

Non Fisik BOKB ) Org/bulan 100.000              

3. Beban Jasa Sertifikasi

Biaya Pelepasan Hak biaya notaris untuk transaksi 1,5 milyar paket          15.000.000 

4. Beban Jasa Kantor Lainnya

Dukungan Advokasi Program Bangga Kencana 

Saluran untuk menyampaikan pesan dan 

gagasan kepada khalayak (leafleat & poster 

)

Buah               175.000 

 Dukungan bahan media KIE ( Media Cetak ) 

Penayangan/ penempatan yang digunakan 

untuk menayangkan pesan program 

Bangga Kencana dan Penurunan Stunting 

melalui berbagai media.

Paket                 51.600 

 Dukungan Bahan Media KIE ( Media Elektronik 

Tradisional dan momentum  kearifan lokal ) 
 Siaran Radio, Surat Kabar Paket          25.000.000 

Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan Jasa Tenaga Teknis Keswan layanan 150.000

5. Honorarium Non PNS Lainnya

Operasional Jasa Tenaga Keamanan dan Pramusaji di 

Balai Penyuluh KB
Honor Tenaga Keamanan OB               750.000 
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L. SATUAN BIAYA JASA TENAGA PENDUKUNG 
 

- satuan biaya untuk belanja jasa tenaga pendukung kegiatan dengan 

perjanjian kerja merupakan batas tertinggi dalam penyusunan 

perencanaan anggaran termasuk di dalamnya asuransi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

- dalam pelaksanaannya dibayarkan sesuai dengan Upah Minimum 

Kabupaten Semarang Tahun 2022 yang dibulatkan ke atas dalam ribuan 

penuh, serta dapat diberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan 

kemampuan keuangan daerah yang besarnya maksimal 1 (satu) bulan 

upah. 

 

-  untuk tenaga Badan Layanan Umum Daerah pelaksanaan sesuai dengan 

aturan teknis pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan. 

 

 

 

 



NO  URAIAN  SPESIFIKASI SATUAN  HARGA  

1. Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

Mesin Jahit Karung portable, NP 7A unit 1.558.000           

Hand Trolley Gabah manual, kapasitas 300 kg unit 779.000              

Palet rakitan kayu m3 1.018.263           

Timbangan Duduk Digital kapasitas 500 kg unit 3.834.000           

Timbangan Gantung Digital kapasitas 1-2 ton unit 4.672.000           

Rice Mill Unit dan Kelengkapan  kapasitas 1-1,5 ton/jam  paket 220.000.000       

Bed Dryer kapasitas 3,5 ton/proses  paket 210.000.000       

Mesin Grading  kapasitas input 1.2 ton/jam, daya 1 HP unit 24.684.000         

Moisture tester uji kadar air gabah dan beras unit 5.665.280           

2. Alat Kesehatan Umum Lainnya

Antropometri kit DAK Fisik TA. 2022 paket            6.223.000 

USG 2D Digital DAK Fisik TA. 2022 unit        123.500.000 

Ventilator
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU DAK Fisik 

TA. 2022 RSGM
Unit   800.000.000,00 

T Piece Resusitator
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU DAK Fisik 

TA. 2022 RSGM
Unit     32.750.000,00 

Infusion Warmer
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU DAK Fisik 

TA. 2022 RSGM
Unit     76.500.000,00 

Blanket warmer
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU DAK Fisik 

TA. 2022 RSGM
Unit   129.000.000,00 

Ventilator
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU dan PICU 

DAK Fisik TA. 2022 RSGS
Unit   960.000.000,00 

Fototerapi
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU dan PICU 

DAK Fisik TA. 2022 RSGS
Unit   160.000.000,00 

Pasien Monitor
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU dan PICU 

DAK Fisik TA. 2022 RSGS
Unit     80.000.000,00 

Ventilator
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU dan PICU 

DAK Fisik TA. 2022 RSGS
Unit   960.000.000,00 

Bed Pediatric
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU dan PICU 

DAK Fisik TA. 2022 RSGS
Unit     20.000.000,00 

Syrenge Pump
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU dan PICU 

DAK Fisik TA. 2022 RSGS
Unit     22.000.000,00 

Patient Monitor
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU dan PICU 

DAK Fisik TA. 2022 RSGS
Unit     80.000.000,00 

Infuse Pump
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU dan PICU 

DAK Fisik TA. 2022 RSGS
Unit     22.000.000,00 

Suction Pump
Alat-alat kesehatan Ruang  NICU dan PICU 

DAK Fisik TA. 2022 RSGS
Unit     22.000.000,00 

3. P.C Unit

PC All In One DAK Fisik TA. 2022 unit          28.587.500 

4. Obat Lainnya

Pengadaan obat  DAK Fisik TA. 2022 paket     2.901.474.950 

Pengadaan Obat Paket 10 paket                      100 

Pengadaan Obat Paket 11 paket                        50 

Pengadaan Bahan Habis Pakai Farmasi DAK Fisik TA. 2022 paket     1.196.398.050 

Pengadaan R0 dan BHP skrining HIV dengan Reagen Sifilis DAK Fisik TA. 2022 paket        273.310.000 

Pengadaan Cartridge TCM DAK Fisik TA. 2022 paket        334.750.000 

Pengadaan BHP Gula darah DAK Fisik TA. 2022 paket     2.599.892.000 

Pengadaan Bahan Habis Pakai paket                        50 

Alat Laboratorium Umum Lainnya

Peralatan Laboratorium IPA Fisika DAK Fisik TA. 2022 unit          20.000.000 

Peralatan Laboratorium IPA Biologi DAK Fisik TA. 2022 unit          20.000.000 

Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya

Peralatan TIK SMP DAK Fisik TA. 2022 unit        125.000.000 

Peralatan TIK SD DAK Fisik TA. 2022 unit        125.000.000 

Alat Peraga Paud/Tk Lainnya

Pengadaan Alat Permianan Edukatif (APE) DAK Fisik TA. 2022 unit          24.000.000 

Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya

Alat Peraga Pelatihan Keterampilan Hantaran DAK Fisik TA. 2022 paket          96.090.000 

 B. STANDAR SATUAN HARGA (SSH) 



NO  URAIAN  SPESIFIKASI SATUAN  HARGA 

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen

Pembangunan Ruang Praktik beserta Perabotnya DAK Fisik TA. 2022 paket       397.852.400 

2. Bangunan Gedung Kantor Lainnya

Pembangunan/Renovasi BPP Paket I (DAK Pertanian) sedang Paket 450.000.000      

Pembangunan/Renovasi BPP Paket II (DAK Pertanian) sedang Paket 300.000.000      

3. Bangunan Pembawa Irigasi

 Rehabilitasi / Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam 

(APBD) 
 Kedalaman minimal 60 m ( pipa cassing PVC 

AW, Pipa Galvanis Medium A, pompa 

submersible tenaga surya/listrik, tower 

reservoir) 

Unit

280.000.000      

 Rehabilitasi / Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam DAK 

Pertanian /Swakelola (DAK pertanian) 
 Kedalaman minimal 60 m ( pipa cassing PVC 

AW, Pipa Galvanis Medium A, pompa 

submersible tenaga surya/listrik, tower 

reservoir) 

Unit

285.000.000      

 Rehabilitasi / Pembangunan Sumur Dangkal (Irigasi Air 

Tanah Dangkal)/Swakelola (DAK pertanian) 
 Kedalaman minimal 30 m ( pipa cassing PVC 

AW, Pipa Galvanis Medium A, pompa 

submersible tenaga surya/listrik, tower 

reservoir) 

Unit

105.000.000      

 Rehabilitasi / Pembangunan  Jaringan Irigasi 

Tersier/Swakelola (DAK pertanian) 
pasangan batu Unit

75.000.000        

NGESTI NUGRAHA

BUPATI SEMARANG,

 D. ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) 

ttd.

ASB - 1




